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ABSTRAK

llmu faraid merupakan ilmu yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam
Islam. Ilmu tersebut merupakan separo dari ilmu-ilmu yang ada sekaligus ilmu yang
pertama dilupakan orang. Bahkan Nabi menganjurkan melalui sabdanya agar umat
muslim mempelajari ilmu faraid dan mengajarkannya.

Hukum kewarisan di Indonesia cukup beragam. Dari hukum kewarisan adat,
hukum positif sampai hukum kewarisan yang berlandaskan ajaran agama. Diantara
sekian banyak kemajemukan di Indonesia, kalangan muslim Tionghoa masih
terbilang minim perhatian dari pemikir-pemikir Islam terutama dalam praktek
pembagian harta waris.

Seiring berjalannya pertukaran budaya dalam interaksi sosial, masyarakat
etnis Tionghoa tidak sedikit yang kemudian memeluk agama Islam terutama di
daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemerintah juga mengatur pola pembagian
waris untuk golongan Timur Asing (Tionghoa). Masyakat muslim Tionghoa
mengalami sekian fase akulturasi termasuk sistem kewarisan yang memiliki
ketentuan masing-masing. Sistem kewarisan adat Tionghoa yang menjadi corak
identitas masyarakat Tionghoa memiliki andil besar dalam hal penentuan pembagian
harta waris serta bagian-bagian ahli warisnya.

Melalui analisis kualitatif dengan metode deduktif/induktif penyusun
menganalisis sistem kewarisan muslim Tionghoa dan mengkomparasikan dengan
sistem kewarisan Islam dengan hasil ketidaksesuaian pola pembagian harta warisan
pada masyarakat muslim Tionghoa dengan sistem kewarisan Islam. Masyarakat
muslim Tionghoa cenderung menggunakan sistem kewarisan adat dalam pembagian
harta warisan. Sistem kewarisan adat Tionghoa menganut sistem kewarisan mayorat
dengan ketentuan anak laki-laki tertua mendapatkan bagian seluruh harta warisan
selain harta pusaka keluarga berupa perhiasan. Anak laki-laki tertua dalam sistem
kewarisan adat Tionghoa memiliki otoritas untuk mengadakan musyawarah dalam
pembagian harta warisan dan memiliki wewenang untuk membagi atau tidak
membagi harta warisan.

Keyword: Hukum Kewarisan Islam, Muslim Tionghoa, Hukum Kewarisan
Adat Tionghoa.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
05936/U/1987.

I.  Konsonan Tunggal
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J R& ' er

J Zai z zet
o Sin > es
o Syin >y es dan ye
ua Sad 3 es (dengan titik di bawah)
o Dad d de (dengan titik di bawah)
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b T2
b 7a’
' ‘Ain
¢ Gain
- Fa’
d Qaf
d Kaf
J Lam
a Mim
g Niin
3 Waw
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] Ya
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ge
ef
qi
ka

ha

apostrof

ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

Fadaia ditulis Muta’addidah
B ditulis ‘iddah
I1l. Ta’marbiitah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis h
dasa ditulis Hikmah




QR

ditulis

jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap
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dikehendaki lafal aslinya
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PARPN VR
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Fathah + ya’ mati (s
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Kasrah + ya’ mati ms
3 ditulis I karim
Dammah + wawu mati =k
4 ditulis i . furid
V1. Vokal Rangkap
1 || Fathah ya mati ditulis ai
ASin ditulis bainakum
2 | Fathah wawu mati ditulis au
Js ditulis gaul

VIl. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
Al ditulis a’antum
< e ditulis u’iddat
Al S (il ditulis la’in syakartum

VIll. Kata sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf Qomariyyahditulis dengan menggunakan

oAl

ikl

-

ditulis

ditulis

Al-Qur’an

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.
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¢ Lol ditulis as-Sama’

WAl ditulis asy-Syams

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

o2 Al (55 ditulis Zawi al-furid

) Jai ditulis Ahl as-Sunnah

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya
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BAB |

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Ilmu faraid merupakan ilmu yang memiliki kedudukan tinggi dalam Islam.
IImu tersebut merupakan separo dari ilmu-ilmu yang ada, sekaligus ilmu yang
pertama dilupakan orang. Nabi menganjurkan melalui sabdanya agar umat muslim
mempelajari ilmu faraid dan mengajarkannya.*

Pengkajian dan pengembangan hukum kewarisan Islam yang berlandaskan al-
Qur'an dan Sunnah Rasul, berjalan secara intensif dan melahirkan banyak
kesepakatan sekaligus perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab dan para
pengikutnya. Di Indonesia, penyebarluasan pandangan para ulama tersebut berjalan
secara berkesinambungan dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang baik
melalui supra struktur politik termasuk legalisasinya dalam peraturan perundang-
undangan serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu fatwa yang dikeluargan oleh
organisasi-organisasi keagamaan juga ikut andil dalam hal tersebut.

Penyebarluasan melalui pranata pendidikan baik dalam lingkup pesantren,
madrasah dan sekolah juga di lakukan. Sosialisasi dan intitusionalisasi hukum
kewarisan Islam juga sudah melalui proses yang panjang. Hubungan timbal balik

antara keduanya mengalami satu bentuk penyesuaian dengan budaya yang hidup di

!A. Rahman Ritonga dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. Ke-5, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van
Hoeve, 2001), him. 308.



masyarakat. Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk termasuk dalam sistem
kekerabatannya menuntut hukum kewarisan Islam dalam hal penyelarasan dengan
hukum kewarisan yang didasarkan pada hubungan kekerabatan.?

Persoalan hukum waris Islam di Indonesia banyak didapatkan dihampir
seluruh penjuru daerah, kecuali Hindu Bali atau Kristen. Dualisme hukum pembagian
harta waris antara hukum adat dan hukum waris Islam menjadi dilema tersendiri,
tidak jarang persoalan ini banyak menguras tenaga para pemikir-pemikir Islam untuk
mencarikan solusi yang tepat dalam menangani masalah tersebut mengingat keduanya
merupakan identittas sosial masyarakat yang terbilang sangat penting.>

Orang Tionghoa adalah salah satu bagian dari kemajemukan Indonesia
walaupun mereka imigran dari Cina yang kemudian menetap dan beralih status
Warga Negara Indonesia (WNI). Para imigran Tionghoa ini memiliki karakteristik
dan kebudayaan mereka sendiri yang dibawanya dari daerah asal. Kepandaian
berdagang suku-bangsa Hokkien masih tampak jelas dewasa ini. Orang Hokkien dan
keturunannya banyak berasimilasi, paling banyak di daerah Indonesia Timur, Jawa

Tengah, Jawa Timur dan Pantai Barat Sumatera.*

’Cik hasan Bisri [ed], Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, (Ciputat: PT Logos
Wacana Ilmu, 1998), him. 160-161.

*Warkum Sumitro dan K.N. Sofyan Hasan, Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di
Indonesia, (Surabaya: Karya Anda, 1994), him. 129.

*Koentjaningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, cet. Ke-5 (Sabdodai: Djambatan,
1980), him. 346.



Sebelum pertengahan pertama abad ke-15, di Jawa sudah bermukim muslim
keturunan Tionghoa. Perjalanan Cheng Ho mendorong laju perkembangan dan
penyebaran Islam termasuk di tanah Jawa. Masyarakat muslim Tionghoa mendapat
perhatian khusus dari kaisar dinasti Ming. la juga yang telah mengutus laksamana
Cheng Ho untuk berlayar ke-Asia-Afrika. Cheng Ho menjadi symbol penyebarluasan
Islam sekaligus Muslim Tionghoa di Indonesia.> Sebagian ulama yang dikenal
sebagai Wali Songo juga keturunan Tionghoa, seperti Sunan Bonang (Bong Ang),
Sunan Kalijaga (Gan Si Ciang), Sunan Ampel (Bong Swi Hoo) dan Sunan Gunung
Jati (Toh A Bo).°

Terlepas dari semua itu, masyarakat Tionghoa Indonesia adalah bagian dari
kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh. Satu dari sekian banyak ragam etnis
yang menjadi corak identitas sosial Nusantara. Penyusun memandang bahwa sistem
kewarisan muslim Tionghoa dipandang penting untuk diteliti. Sistem kewarisan Islam
jika dikaitkat dengan kondisi etnis Tionghoa yang memiliki sistem pembagian waris
sendiri yang juga telah membaur dengan suku-suku bangsa Indonesia asli seperti
Jawa, Sumatra dan Kalimantan dimana banyak didapati etnis Tionghoa yang beralih

menjadi warga negara Indonesia, sangatlah penting dirasa untuk digali dan

®Kong Yuanzi, Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara,
(Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005), him. 56-57.

®H. J. De Graff dkk, Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI Antara Historisitas dan Mitos,
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), him.10.



kembangkan terutama dalam sistem kewarisan muslim Tionghoa yang masih
terbilang kurang.

Agama yang juga menjadi identitas sosial masyarakat jelas mempengaruhi
interaksi sosial termasuk dalam hal pembagian harta warisan tak terkecuali dalam
etnis Tionghoa di Indonesia. Sekian lama etnis Tionghoa menetap di beberapa daerah
di Indonesia dan tidak sedikit pula yang kemudian memeluk agama Islam. Namun
beberapa masyarakat masih memandangnya sebelah mata. Oleh karena itu
pembahasan ini dianggap sebagai salah satu jembatan silaturahim antar umat muslim
sekaligus menegaskan bentuk dan pola pembagian harta waris dalam lingkup muslim

Tionghoa di Indonesia.
Pokok Masalah

Pokok masalah dari penelitian ini adalah:
1. Bagaimana sistem pembagian waris muslim Tionghoa di Indonesia?
2. Apakah sistem waris muslim Tionghoa di Indonesia sesuai dengan kaidah

hukum waris Islam?
Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui sistem pembagian waris muslim Tionghoa di Indonesia.
2. Untuk menemukan titik kesesuaian ataupun sebaliknya antara sistem

kewarisan muslim Tionghoa dengan Sistem kewarisan Islam.



Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sarana pemahaman untuk mengembangkan lebih jauh tentang bidang
keilmuan hukum kewarisan terutama hukum kewarisan Islam.

2. Sebagai suatu bentuk perhatian khusus di bidang wacana intelektual dalam
menelaah sistem kewarisan adat Tionghoa untuk menemukan titik kesesuaian

atau perbedaannya dengan kaidah hukum kewarisan Islam.
Telaah Pustaka

Penelitian tentang Hukum Waris bukan hal baru, begitu juga dengan
penelitian sitem kewarisan Islam dan kewarisan adat. Banyak penelitian dan buku
yang telah ditulis oleh para peneliti sebelumnya tentang persoalan tersebut, tetapi
penelitian yang memfokuskan pada sistem kewarisan muslim Tionghoa dalam
perspektif hukum Islam sepertinya belum banyak dilakukan atau menarik perhatian
para peneliti. Penyusun dalam penelitian ini mengamati beberapa penelitian
sebelumnya yang berkaitan dengan kajian sistem kewarisan muslim Tionghoa di
Indonesia, diantaranya:

Tesis yang disusun oleh Willy Yuberto Andrisma, SH., dengan judul “
Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur | Kota
Palembang Sumatera Selatan” Tesis yang disusun tahun 2007 ini mengkaji tentang
pembagian waris dalam adat Tionghoa, tepatnya kecamatan Ilir timur | kota
Palembang. Dimana pembagian waris mengacu pada tiga hukum yakni; Adat, Kitab

Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam bagi yang memeluknya. Namun



Tesis ini lebih menitik beratkan pada hukum adat sebagai pijakan dalam pembagian
harta warisan.’

Selain itu juga terdapat penelitian yang dilakukan Tamsil Firdaus pada
tahun 2004, melalui tesisnya “Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat
Tionghoa Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung”
juga masih belum menyentuh ataupun menggambarkan secara utuh bentuk sistem
kewarisan muslim Tionghoa.®

Penelitian yang dilakukan Febbe Joesiaga, SH., mahasiswa Program Studi
Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008 yang
berjudul “Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Adat Pada Masyarakat Tionghoa
Di Kota Srakarta”. Penelitian tersebut lebih terfokus pada pelaksanaan pembagian
harta waris secara adat pada masyarakat Tionghoa di kota Surakarta serta
penyelesaian sengketa waris yang juga secara adat.”

Iman Immanuel Sinaga, SH., melalui penelitian yang berjudul “Perlindungan
Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Warga Negara Indonesia Keturunan

Tionghoa Sehubungan Dengan Surat Waris Yang Dibuat Oleh Notaris” hanya

"Willy Yuberto Andrisma,“Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir
Timur | Kota Palembang Sumatera Selatan,” (Tesis Program Pasca Sarjana universitas Diponegoro
Semarang, 2007).

®Tamsil Firdaus, “Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Tionghoa Di
Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung,” (Tesis Program Pasca Sarjana
universitas Diponegoro Semarang, 2004).

Febbe Joesiaga,“Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Adat Pada Masyarakat Tionghoa Di
Kota Srakarta,” (Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008).



mengulas terkait kedudukan anak angkat warga Negara Indonesia keturunan
Tionghoa dalam hal waris menurut hukum perdata di Indonesia.*°

Skripsi Rezza Maulana yang berjudul “Pergulatan Menjadi Muslim Sejati;
Pendekatan Teori Konflik dalam Keluarga Orang Tionghoa Muslim di Yogyakarta”
2007, memaparkan secara detail tentang kondisi muslim Tionghoa di Indonesia
terutama di Yogyakarta.'! Pada skripsi Ahmad Sidik Tri Haryanto, mahasiswa UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Adab dan IImu Budaya tentang “Kehidupan
Sosial Politik Muslim-Tionghoa Di Yogyakarta Pasca Reformasi 1998, lebih banyak
membahas tentang budaya dan sejarah.*?

Sunano melalui srkipsinya yang berjudul “Partisipasi Komunitas Muslim
Tionghoa (PITI) Yogyakarta Dalam Pemberdayaan Sosial Masyarakat” membahas
tentang partisipasi masyarakat muslim Tionghoa baik dalam budaya, agama dan

hubungan sosial kemasyarakatan.®

Y\man Immanuel Sinaga, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Warga
Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Sehubungan Dengan Surat Waris Yang Dibuat Oleh Notaris,”
(Tesis Program Pasca Sarjana universitas Diponegoro Semarang, 2005).

'Rezza Maulana,“Pergulatan Menjadi Muslim Sejati: Pendekatan Teori Konflik dalam Keluarga
Orang Muslim Tionghoa di Yogyakarta”, (Sripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

2Ahmad Sidik Tri Haryanto,” Kehidupan sosial politik Muslim-Tionghoa di Yogyakarta Pasca
Reformasi 1998”, (Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

3Sunano, “Partisipasi Komunitas Muslim Tionghoa (PITI) Yogyakarta dalam Pemberdayaan
Sosial Masyarakat”, (Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2012).



Kerangka Teoritik

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak
pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak
menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.**
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Syariat Islam telah menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat
sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Penetapan hak-hak
kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang
dibenarkan oleh hukum. Syariat Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan
seseorang sesudah ia meninggal dunia yang harus diterima oleh seluruh kerabat dan
nasabnya, dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal.®
1. Sistem Kekerabatan Dalam Masyarakat
a. Patrilineal

Garis keturunan didasarkan pada garis keturunan bapak. Oleh karena

itu kedudukan anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan.

Ypasal 171 Poin (a) Kompilasi Hukum islam Inpres NO.1 TH 1991.
Q.S. An-Nisa’ (4): 7.

®Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 20086),
him. 205.



b. Matrilineal
Sistem kekerabatan matrelineal adalah kebalikan dari sistem
kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan ini memberikan kedudukan lebih
tinggi pada anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Garis
keturunan didasarkan pada garis Ibu.
C. Parental atau Bilateral
Sistem kekerabatan ini didasarkan pada garis keturunan ibu dan bapak.
Sistem ini memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan.
Tidak ada pembedaan dalam pewarisan’
2. Macam-macam Sistem Kewarisan
a. Sistem Kewarisan Individual
Sistem kewarisan individual adalah sistem kewarisan dimana ahli
waris mendapat bagian waris dan menjadi hak miliknya secara penuh. Baik
laki-laki maupun perempuan, semua memiliki hak waris.
b. Sistem Kewarisan Kolektif
Dalam sistem kewarisan ini harta waris tidak boleh dibagi-bagikan
kepemilikannya. Tidak dapat menjadi hak milik. Hanya bisa menjadi hak

bersama dalam pemakaiannya.

YHazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur’an dan Hadith, (Jakarta: P.T. Tintamas
Indonesia, 1964), him. 11.
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C. Sistem Kewarisan Mayorat
Sistem kewarisan mayorat mengatur anak laki-laki tertua berhak

tunggal mewarisi harta peninggalan atau berhak tunggal mewarisi harta

pokok. ™
3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam
a. Asas ijbari

Hukum kewarisan Islam didasarkan kepada asas ijbari dalam
pengertian bahwa manusia tidak bebas memberikan tirkahnya kepada orang-
orang yang dikehendakinya.’® Sesuai dengan pengertiannya secara
terminologis, asas ijbari mengandung unsur paksaan. Dimana ahli waris harus
menerima ketentuan porsi pembagian harta waris yang telah ditetapkan. Jauh
berbeda dengan ketentuan kewarisan BW yang peralihan hak kewarisannya
tergantung pada kehendak pewaris dan kesediaan ahli waris untuk
menerimanya.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral sebagai salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam,

menempatkan posisi setiap individu baik laki-laki maupun perempuan

mendapatkan warisan baik dari garis keturunan ayah ataupun ibu.

¥k hoiruddin Nasution, Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, (Yogyakarta: ACAdeMIA
& TAZZAFA, 2007), him. 90-91.

% Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, him. 207.
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C. Asas Individual
Asas individual merupakan landasan pembagian harta waris dengan
maksud harta tersebut bisa dimiliki dengan mutlak oleh perseorangan ahli
waris.
d. Asas Keadilan Berimbang
Hukum Kewarisan Islam juga mengandung asas keadilan berimbang
dengan arti bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban serta
keseimbangan antara yang diperolen dengan keperluan dan kegunaan.
Perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam.
e. Asas Semata Akibat Kematian
Asas semata akibat kematian menjelaskan tentang proses waris hanya
akan dan boleh terjadi ketika pewaris meninggal dunia, sedangkan jika
peralihan harta terjadi saat pewaris masih hidup tidak dapat dinamakan
waris.”

Imam Syafi’i beserta pengikutnya dan beberapa ahli hukum Islam lainnya
mengikuti “penanaman” kewarisan patrilineal terhadap hukum kewarisan Islam
dengan latar belakang masyarakat tahun ke-3 setelah Hijrah terutama di masa setelah
100 tahun masa Hijrah dimana latar geografinya meliputi Madinah, Mekkah dan

sekitar Asia Tengah yang masyarakatnya menganut sistem patrilineal. Namun sejauh

2 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: kencana, 2004), him. 17-28.
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ketentuan dan ketetapan dalam al-Qur’an golongan ini selalu mematuhi dan tidak
pernah mengesampingkannya.

Pihak laki-laki dan perempuan tetap mendapat bagian harta warisan, akan
tetapi ada sebuah penekanan di mana sistem patrilineal yang dimaksud Imam Syafi’i
tidak sepenuhnya sama dengan sistem patrilinela yang ada dan hidup dalam
masyarakat patrilineal di Indonesia. Sistem patrilineal yang dimaksud Imam Syafi’i
hanya memiliki corak “Mengutamakan” kaum laki-laki. Namun tetap memberikan
hak-hak waris pada perempaun yang sudah ditetapkan bagiannya dalam al-Qu’an.?

Model hubungan keluarga Cina tidak hanya dibentuk oleh satu dinasti saja.
Namun perintis hubungan keluarga adalah Fu Hsi, pada 2852-2738 SM. Kemudian
2357-2206 SM zaman Yao dan Shun, keluarga Cina berwujud dalam satu bentuk,
yakni matrimonial dimana seorang anak hanya mengenal ibunya saja. Hal ini
didasarkan pada fakta historis dan etimologi. Bentuk matrimonial ini berubah
menjadi patrilinial pada kurun waktu 2357-2258 SM di masa Yao, akibat perang,
jual beli isteri, perkembangan dan kemajuan industri. Diantara sekian faktor
perubahan tersebut yang paling mendominasi adalah di bidang kemajuan industri

yang mampu memberikan dampak yang luas terhadap unsur-unsur yang lain.*

215ajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), him.
111-112.

?Rezza Maulana,“Pergulatan Menjadi Muslim Sejati; Pendekatan Teori Konflik dalam Keluarga
Orang Muslim Tionghoa di Yogyakarta,” him. 40.
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Para imam mazhab telah menyepakati bagian-bagian yang termaktub dalam
al-Qur’an, yaitu: seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan
seperenam. Selain ketentuan tersebut hanya berdasarkan ijma.?® Seiring dengan
intensitas pengkajian pelaksanaan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, terjadi
perdebatan sengit antara para ahli hukum mengenai status hukum adat dan hukum
Islam. Dimana hukum Islam digolongkan atau disamakan dalam pemberlakuannya
seperti hukum adat.?*

Pada masyarakat muslim Tionghoa karena adanya pengaruh agama Islam,
maka pembagian warisnya adalah sepikul segendongan dimana bagian anak laki-laki
2/3 dan bagian anak perempuan 1/3 dari seluruh warisan orangtua, tetapi dalam
masyarakat Tionghoa muslim sendiri juga sering terjadi pembagian berdasarkan
kesepakatan bersama keluarga biasanya hal ini terjadi atas inisiatif ahli waris laki-
laki.

Anak perempuan hanya menguasai perhiasan keluarga dari harta pusaka
leluhur terpengaruh dengan adat asli yang mengarahkan pembentukan norma baru
dalam adat yang lebih menuju kebentuk sistem parental. Posisi anak laki-laki dan

perempuan dapat dipersamakan dengan tetap dalam koridor sebagai suatu

2Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Figih Empat Mazhab, alih
bahasa Abdullah Zaki Alkaf, cet. Ke-13, (Bandung: Hasyimi, 2012), him. 301-302.

#Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar llmu Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2006), him. 81.

®Febbe Joesiaga, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Adat Pada Masyarakat Tionghoa Di
Kota Srakarta,” him. 58-59.
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pelaksanaan adat Tionghoa yang disimpangi, meskipun secara spesifik diatur bahwa
bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 1: %, bagian dari orangtua yang
ditinggal adalah sama dengan bagian anak perempuan (1/2).%

Penggunaan adat hukum Tionghoa dan hasil penyelesaian kekerabatan dalam
adat Tionghoa menjadi dasar kebijakan penyelesaian konflik mengenai pembagian
harta warisan. Para pihak yang tidak sependapat dengan keputusan kekerabatan ini
sangat kecil kemungkinannya dikarenakan tradisi adat Tionghoa yang begitu kuat
menurut pandangan praktisi hukum, hukum adat menjadi kekuatan sendiri yang
diakui eksistensinya. '

Hukum perdata mengatur sistem pembagian waris untuk golongan timur asing
dimana sumber kebutuhan dan keinginan masyarakat menjadi landasan
diberlakukannya hukum tersebut. Pemberlakuan tersebut bisa seutuhnya atau dengan
suatu perubahan yang dikehendaki dan diperbolehkan membuat satu peraturan baru
secara bersama. Penyimpangan boleh dilakukan jika kebutuhan dan keinginan

masyarakat menuntut hal itu.”®

®Tamsil Firdaus, “Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Tionghoa Di
Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung,” him. 98.

Z'Willy Yuberto Andrisma, “Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir
Timur | Kota Palembang Sumatera Selatan”, him. 80.

2pid., him. 14.
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Metode Penelitian

Kegiatan penelitian merupakan jembatan yang menghubungkan antara idea
yang bersifat teoritis-abstrak dalam ilmu pengetahuan dengan realitas yang bersifat
empiris-konkrit. Upaya menghubungkan itu dilakukan melalui cara atau prosedur
ilmiah yang disebut dengan metode penelitian®®. Adapun deskripsi metodologi
penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini dilihat dari sumbernya merupakan jenis penelitian
pustaka (library research). Penyusun mengambil data dari pendapat para
pakar dan peneliti yang membidangi permasalahan terkait dengan penelitian
penyusun.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang
meliputi proses pengumpulan data penyusunan dan menjelaskan data-data
yang terkumpul meluli tahapan analisis.
3. Sumber Data
Teknik yang digunakan penyusun dalam melakukan penelitian ini
adalah documenter, yaitu dengan mengambil data-data dari referensi tekait
dengan Sistem kewarisan adat Tionghoa, sistem kewarisan muslim Tionghoa,

serta sistem kewarisan Islam. Referensi merupakan pendapat-pendapat pakar,

»Ahmad Pattiroy, Metodologi Penelitian, hand-out disampaikan pada perkuliahan Metodologi
Penelitian 2011.
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tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian seputar hal-hal tersebut
seperti skripsi Rezza Maulana yang banyak mengulas muslim Tionghoa dari
segi hukum keluarga. Skripsi Sunano dalam konteks partisipasi masyarakat
muslim Tionghoa dalam berbagai bidang termasuk budaya maupun Agama
dan Skripsi Ahmad Sidik Tri Haryanto yang membahas latar belakang sejarah
dan budaya masyarakat muslim Tionghoa di Indonesia.

Kong Yuanzi dan H. J. De Graff yang secara luas mengulas proses
masuknya Islam ke Nusantara termasuk keterlibatan Muslim Tionghoa dalam
penyebarannya. Tesis Febbe Joesiaga, Tamsil Firdaus, Willy Yuberto
Andrisma dan Iman Imanuel Sinaga yang banyak membahas proses akulturasi
budaya serta pilihan waris yang digunkan oleh kalangan Tionghoa dalam
pelaksanaan pembagian harta waris. Selebihnya penulis menggunakan
beberapa literatur penunjang dan wawncara terhadap narasumber terkait untuk
melengkapi kekurangan dalam pembahasan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penyusun adalah Normatif fikih klasik,
yaitu dengan mengkaji landasan hukum yang diterapkan masyarakat muslim
Tionghoa dalam hal pembagian waris.

Analisis Data
Dalam melakukan analisis data penelitian penyusun menggunakan

analisis kalitatif, dengan metode deduktif/induktif kemudian dianalisis dalam
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konteks aplikasinya untuk melihat titik kesesuaian atau pertentangan antara

hukum kewarisan adat Tionghoa dengan sistem kewarisan Islam.
Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penyusun
membagi sistematika pembahasan skripsi menjadi beberapa bab. Dimana sistematika
ini disesuaikan dengan Pedoman Penilitian untuk strata-1 di Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta™®.

Bab pertama, memuat pendahuluan sebagai pengantar untuk memasuki hal-
hal yang melatar belakangi persoalan, sehingga ditetapkan judul penelitian.
Kemudian diuraikan latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode peneleitian dan sistematika pembahasan sebagai landasan
penyusunan materi skripsi.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum hukum waris di Indonesia. Baik
itu bersumber dari kitab-kitab fikih, pendapat para ulama, maupun sistem kewarisan
yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai
kaca mata hukum untuk melihat sistem kewarisan muslim Tionghoa.

Bab ketiga, mendiskripsikan tetang konsep Pembagian Waris Muslim
Tionghoa di Indonesia. Uraian meliputi Sejarah muslim Tionghoa di Indonesia,

Sistem kekerabatan, sistem kewarisan dan asas kewarisan muslim Tionghoa.

% jhat Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2009.
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Bab keempat, analisis sistem kewarisan muslim Tionghoa di Indonesia serta
penentuan titik kesesuaiannya dan atau perbedaannya dengan kaidah hukum waris
Islam. Dengan landasan data yang telah tersusun dalam bab satu, dua, dan tiga.

Bab kelima, sebagai bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini berisi tentang
penutup skripsi yang memuat kesimpulan hasil analisis, rekomendasi dan dilengkapi

dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP
Kesimpulan

Pembahasan mengenai hukum kewarisan Islam, pada dasarnya
menyangkut tiga hal pokok, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Ketiga
hal pokok ini dapat diklasifikasikan dalam dua kategori hubungan, yaitu
hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Kedua hubungan tersebut
mempunyai dua fungsi, yaitu hubungan kekerabatan dan perkawinan menentukan
hubungan orang yang meninggal dunia (pewaris) dengan orang yang hidup (ahli
waris) dan hubungan perkawinan menentukan susunan harta bawaan/harta asal
dan harta perkawinan. Namun, bila kajian mengenai pelaksanaan hukum waris
bagi muslim Tionghoa, maka pembahasannyya berkaitan pelaksanaan hukum
waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang beragama Islam.

Pola perilaku pembagian harta warisan oleh masyarakat muslim Tionghoa
yang beragama Islam Surabaya pada dasarnya mengandung dua hal pokok
pembagian harta warisan, yaitu melalui musyawarah ahli waris dan melalui
ketentuan hukum waris Islam. Kesimpulan pembahasan mengenai pelaksanaan
hukum waris muslim Tionghoa diuraikan sebagai berikut.

1. Masyarakat Tionghoa yang beragama Islam tidak sepenuhnya tunduk pada
hukum waris Islam, walaupun hukum kewarisan yang berlaku bagi mereka
adalah hukum waris Islam. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan

serta pemahaman masyarakat muslim Tionghoa akan hukum waris Islam.

71
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2. Dengan terjadinya dualisme pembagian harta warisan yang dilakukan oleh

masyarakat muslim Tionghoa tersebut, maka terbuka peluang terjadinya
penyimpangan pelaksanaan hukum kewarisan Islam yang menjadi
kesadaan hukum masyarakat muslim Tionghoa. Masyarakat muslim
Tionghoa di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah umumnya masih
menggunakan sistem kewarisan adat Tionghoa dalam pembagian harta
waris. Hal ini menyebabkan adanya Kketidaksesuaian antara sistem
kewarisan yang digunakan oleh muslim Tionghoa dengan sistem
kewarisan Islam. Masyarakat adat Tionghoa menggunakan sistem

kekerabatan patrilineal dengan sistem kewarisan Mayorat.

Saran-saran

1. Bahwa hukum waris barat BW dirasa kurang menjiwai pluralisme bangsa

sehingga tidak cocok lagi untuk diterapkan sehingga harus diperbaharui

atau diganti.

2. Masyarakat muslim Tionghoa juga memiliki hukum waris adat sendiri

yang memiliki ikatan magis sebagai salah satu identitas sosial masyarakat
Tionghoa. Harus diadakan periodeisasi imigrasi tionghoa ke-Indonesia dan

pemetaan proses penyebaran dan menetap atau bermukimnya.
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15

Bagi laki-laki-laki ada hak bagian dari
harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya,
dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari
harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,
baik sedikit atau banyak menurut bagian yang
telah ditetapkan.

BAB I1

Bagi laki-laki-laki ada hak bagian dari
harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya,
dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari
harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,
baik sedikit atau banyak menurut bagian yang
telah ditetapkan.

1 8
2 22
3 23

Allah mensyariatkan bagimu tentang
(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.
Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sam
dengan bagian dua orang anak perempuan.
Dan jika semuanya anak itu perempuan lebih
dari dua, maka bagi mereka duapertiga dari
harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan
itu seorang saja, maka ia memperoleh separo
harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi
masing-masing seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu
mempunyai anak; jika orang yang meninggal
tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh
ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat
sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai
beberapa saudara, maka ibunya mendapat
seperenam. (pembagian-pembagian tersebut
diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat
atau dan sesudah dibayar hutangnya. (tentang)
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui siapa diantaramu yang lebih dekat
(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua
dari harta yang ditinggalkan isteri-isterimu,
jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-
isterimu itu mempunyai anak, maka kamu




mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang
mereka buat atau (dan) sesudah dibayar
hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat
harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak
mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak
maka para isteri memperoleh seperdelapan
dari harta yang kamu tinggalkan sesudah
dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan)
sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika
seorang mati baik itu laki-laki maupun
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan
tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai
seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau
seorang saudara perempuan (seibu saja) maka
bagi masing-masing dari kedua jenis saudara
itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-
saudara seibu itu lebih dari seorang maka
mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya
atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak
memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah
menetapkan yang demikian itu sebagai)
syari’at yang benar-benar dari Allah dan Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

24

Mereka meminta fatwa kepadamu
tentang kalalah. Katakanlah : “Allah memberi
fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika
seorang yang meninggal dunia, dan ia tidak
mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan, maka bagi saudara Yyang
perempuan itu, seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-
laki mempusakai (seluruh harta saudara
perempuan), jika ia tidak mempunysi anak;
tetapi jika saudara perempuan itu dua orang
maka bagi keduanya dua pertiga dari harta
yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan
jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara
laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang
saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang
saudara perempuan. Allah menerangkan
(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak
tersesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu.
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“Berilah bagian-bagian tertentu kepada
orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya
untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat
kekerabatannya)”. (Riwayat Bukhari dan
Muslim). “Orang muslim tidak berhak
mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak
berhak mewarisi orang muslim.”

“Rasulullah saw datang menjengukku
pada tahun haji wada’ diwaktu aku menderita
sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau,
“Wahai Rasulullah saw, aku sedang menderita
sakit keras, bagaimana pendapatmu, aku ini
orang berada, sementara tidak ada orang yang
akan mewarisi hartaku selain seorang anak
perempuan. Apakah aku sedekah (wasiat) kan
dua pertiga hartaku? “jangan” jawab Rasul.
Aku bertanya: “sepertiga?” Rasul menjawab:
“Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau
besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli
warismu dalam keadaan yang cukup adalah
lebih baik dari pada meninggalkan mereka
dalam keadaan miskin yang meminta-minta
kepada orang banyak”. (Riwayat Bukhari dan
Muslim).

32

15

“Orang Islam tidak mewarisi harta
orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi
harta orang Islam.”




BIOGRAFI ULAMA

Imam Asy-Syafi'i

Abii ‘Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi‘T atau Muhammad bin Idris asy-Syafi’i
(bahasa Arab: (=3l (w3 o 2eas) yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Ashkelon, Gaza,
Palestina, 150 H / 767 - Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam
dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia
termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim,
yang merupakan kakek Muhammad.

Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar
saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-
murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab
Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina,
namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asgalan;
sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula,
Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H, yang mana pada tahun ini wafat pula seorang ulama
besar Sunni yang bernama Imam Abu Hanifah.

Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan pada
setiap seratus tahun ada seseorang yang akan mengajarkan Sunnah dan akan menyingkirkan
para pendusta terhadap Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam. Kami berpendapat pada
seratus tahun yang pertama Allah mentakdirkan Umar bin Abdul Aziz dan pada seratus tahun
berikutnya Allah menakdirkan Imam Asy-Syafi'i”.

Imam Syafi'i merupakan keturunan dari al-Muththalib, jadi dia termasuk ke dalam
Bani Muththalib. Nasab Beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin
Syafi’ bin As-Sa’ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Mutthalib bin Abdulmanaf
bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-
Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’ad
bin Adnan. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah di Abdul-Manaf.

Dari nasab tersebut, Al-Mutthalib bin Abdi Manaf, kakek Muhammad bin Idris Asy-
Syafi‘ie, adalah saudara kandung Hasyim bin Abdi Manaf kakek Nabi Muhammad
shallallahu “alaihi wa alihi wasallam .

Kemudian juga saudara kandung Abdul Mutthalib bin Hasyim, kakek Nabi
Muhammad shallallahu “alaihi wa alihi wasallam , bernama Syifa’, dinikahi oleh Ubaid bin
Abdi Yazid, sehingga melahirkan anak bernama As-Sa’ib, ayahnya Syafi’. Kepada Syafi’ bin
As-Sa’ib radliyallahu “anhuma inilah bayi yatim tersebut dinisbahkan nasabnya sehingga
terkenal dengan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'ie Al-Mutthalibi. Dengan demikian
nasab yatim ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad shallallahu “alaihi wa alihi wasallam.
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